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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVlNSf LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR c;1 TAHUN 2018 

TENTANG 

KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

Menimba.ng: a. 

b. 

Mengingat : 1. 

BUPATJ lAMPUNG BARAT, 

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, 
transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dan 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pernerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/ Jasa perlunya penyusunan kode 
etik pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa 
pemerintah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d.imaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang kode eti.k Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerincah; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahltn 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung 
Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(LembaJ·an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4844); 



3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

Menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disipli.n Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Tndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Ba rang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Rungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Staf Ahli Bupati; 

MEMUTUSKAN: 

PERATCJRAN 
PENGELOLA 
PEMERINTAH. 

BUPATT TENTANG 
PENGADAAN 

BABT 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

KOOF: E'rlK 
BARANG/JASA 

Dalam Peraturan Bupati ioi yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten l.ampung Barat. 
2. Pemerintah Daerab adalah Pemerintab Kabupaten Lampung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten 

LampUng Barat. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 

Barat. 
6 . Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa Sekretariat Daerah .Kabupaten Lampung Darat. 
7 . Organisasi Perangkat Da.erah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangka.t Daerah Kabupaten Lampung Barat. 



8. Kade etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma 
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksa.naan pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 1..ampung Barat sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dj bidang pengadaan 
Barang/Jasa pemerintah. 

9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah yang selanjutnya 
disebut Pengelola adalah Pejabat Fungsional yang cliberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penu h oleh pejabat yang 
berwenang ntuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa . 

10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya discbut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa 
oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan. 

11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah pela.ku usaha yang menyediakan Ba.rang/ Jasa 
berdasarl<an kontrak. 

12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai , dipergunakan atau climanfaatkan olch pcngguna barang. 

13. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Polrja 
pemiliban/pejabat pengadaan/agen pengada.an yang memuat 
inf01masi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam 
pemilihan penye<lia. 

14. Ma,jelis Pertimbangan kode etik Pengadaan Barang/Jasa Daerah 
yang selanjutnya disebut majelis pertimbangan kode etik adalah 
u1ajelis pertirr1bangan kode eb.'k yang menilai no1n1a perilaku pihak­
pihak yang terkait dalam pclaksanaan pengadaan Barang/ Jasa 
Kabupaten Lampung Barat. 

Pasal 2 

Kode etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penciptaan tata kerja 
berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa untuk mendorong 
peningkatan kinerja dan keharmorusan hubungan kerja 

BAB JI 
PRINSIP PENGADAA.N BARANG/JASA 

Pasal 3 

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip 
pengadaan Barang/ Jasa . 
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(2) Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa sebagannana dimaksud pada ayat 
(1) sehagai berikut: 

a . efisien dalam penggunaan dana dan daya yang kecil untuk 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 
atau menggunakan dana yang telah ciitetapkan untuk 
mencapa.i hasil dan sasaran dengan kualitas yang besar; 

b. efektif sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan 
serta memberikan manfaatyang selJesar-besarnya; 

c. transfaran dala1n semua ketentuan dan informasi Pengadaan 
Barang/,Jasa sehinggajelas dan dapat diketahui secara luas 
oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh 
masyarakat pada umumnya; 

d. terbuka untuk semuaPenyedia Barang/Jasa yangmemenuhi 
persyaratao atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas; 

e. bersaing secara sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia 
Barang/Jasa yang setara dan memenubi pcrsyaratan 
sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan 
secara kornpetitif dan tidak ada intervensi yang mengga.nggu 
terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan 
Barang/Jasa; 

f. adil/tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan yang 
sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa cl.an tidak 
mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak 
tcrtentu dan tctap memperhatikan kepentingan nasional; dan 

g. akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 
dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapal 
dipertanggungjawabkan. 

BAB Ill 
KODE E<;TIK 

Pasal 4 

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa 
mematuhi kode elik sebagai berikut: 
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bckcrja sccara profcsional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 
mencegah penyin1pangan Pengadaan Barang/ Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. 1nenerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 
piha.k yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan 
Barang/ Jasa; 
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f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran 
keuangan negara; 

g. menghindari dan mencegah pe1,yalahgunaan wewenang dan/atau 
kolusi; dan 

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, 
dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut 
diduga berkaitan dengan Pengadaan Rarang/Jasa. 

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf e, dalam hal: 
a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan 

usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau 
personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti 
Tender/Seleksi yang sama; 

b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi 
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang 
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan 
pengadaan pekerjaan terintegrasi; 

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan 
perencana; 

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/polrja 
pemilihan/pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa; dan 

e. PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung mauput1 
tidak langsung mengendalikan atau rneujalankan badan u:;aha 
Penyedia; clan/ atau beberapa badan usaha yang mengikuti 
Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun 
tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan 
sahamnya lebih dari 50"/o (lima puluh persen) dikuasai oleh 
pemegang saham yang sama. 

BABIV 
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETl K 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 , dibentuk majelis pertimbangan kode etik 
yang bersifat a.dhocyang berkedudukan pada TnspektoratDaerah. 

(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



Bagian Kedua 
Togas 

Pasal 6 

Majelis Pertimbangan kode etik mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kode etik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4. 

Bagian Ketiga 
Kewenangan 

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 , 
MajeHs Pertimbangan kode etik herwenang untuk: 

,..O-P-:D=-ir.-1<:., ~ ' -
t-tU --i 

___;_.~ --1--+'. _j 

a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pihak­
pihak yang terkait dala,m pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

b. menetima pengaduan/keluhan daTi Penyedia Barang/Jasa, 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan jajarannya, OPD dan/atau 
masyarakat; 

c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/at.au 
in.formasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima; 

d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/ketuhan yang 
diterima; 

e. melaksanakan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait 
di:ilam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan 
pibak t.erkait seperti pelapor dan saksi; 

f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/kcluhan yang 
diterima; 

g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihak­
pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa 
Pe1nerintah baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/ Jasa, 
kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang mempunyai a:filiasi dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan 
oleh pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; dan 

h. mengusulkan pemberian sanksiatas pelanggaran kodc etik yang 
ctilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
pengadaa.n Barang/Jasa Pem.erintah untuk ditetapkan oleh 
Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk 
memberikan hukuman bagi pihak pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

i. melaporkan dan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya 
kepada Bupati melalu.i Sekretaris Daerah. 



(2) Laporan Majelis Pertimbangan kode etik kepada Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf i mengenai orang pribadi pihak-pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
bersifat rahasia. 

Bagian Keempat 
Tanggung Jawab 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 1 Majelis Pertimbangan kode etik bertanggung 
jawab atas: 
a. terlaksananya pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksa.naan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan prinsip 
dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ; 

b . terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan 
atas perilaku pejabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; dan 

c. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak-pihak yang 
terkaJt dalam pelaksanaan pengadaan Barang/,Jasa Pemerintah. 

Bagian Kelima 
Keanggotaan 

Pasal 9 

(1.) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang 
terdiri dari unsur lnspektorat Daerah, unsur Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SOM dan unsur Bagian Hukum. 

(2) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur lnspektorat 
Daerah. 

(3) Bagi persooel di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan 
Barang/ J asa maka kode etik yang tlitern.pkan adalah kode et.ik Pejal>at 
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang ditctapkan oleb 
LKPP. 

Bagian Keenam 
Masa Togas, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 10 

Masa tugas anggota Majelis Pertimbangan kode etik selama 3 (tiga) tahun 
dan ji.ka berdasarkan evaluasi m.asih memenuhi ketentuan yang berlak11, 
maka anggota tersebut dapat dipilih kembali. 



'. OPD 

Pasal 11 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan kode etik 
diusulkan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan kode etik. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode etik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(3) Pengangkatan Majelis Pertimbangan kode etik untuk pertan1akali11ya 
ditunjuk langsung oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 12 

Anggota Majelis Pertirnbangan kode etik diberhentikan apabila: 
a. memasuki usia pensiun; 

b. mutasi atau diberhentikan darijabatan; 
c . habis masa tugas; 
d. tidak hisa melaksanakan tugas karena sakit menahun; 

e. meninggal dunia; dan/atau 
f. menjadi tersangka atau te1·dakwa atau terpidana. 

RABV 

SEKRETARIAT MAJELIS PERTI.MBANG . .:\N KODE ETIK 

Pasal 13 

Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh Sekretariat Majelis 
Pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Oaerah. 

Pasal 14 

Sekretariat Majelis Pertimbangan kode etik mempunyai tugas untuk: 
a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis 

Pertimbangan kode etik; 
b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan kode etik; 
c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan kode etik; 
d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis 

Pertimbangan kode etik; 
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan kode 

etik; 
f. mempersiapkan putusan Majelis Pertirobangan kode etik; 
g. mcngarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis 

Pertimbangan kode etik; 
h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan kode etik; dan 
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan kode 

etik. 



BAB Vl 
PENGADUAN PELANOGARAN KODE ETIK 

Pasal 15 

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud 
dalam pasi;.l 4 tlimulai dengan adanya pengaduan yang disampaikan 
oleh: 
a. masyarakat; 
b. pengawai; at.au 
c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disampaikan 
melalui pengaduan tertulis kepada Majelis Pertimbangan kode etik. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan 
identitas pelapor dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 

(4) Majelis 1-'ertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib menjaga kerahasiaan pelapor. 

BAB vrr 
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 16 

(l) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan 
pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 
dipanggil secara tertulis oleh majelis pertimbangan kode etik untuk 
dilakukan pemeriksaan. 

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan. 

(3) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( J) tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, 
pernanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
pemanggilan pertama. 

(4) Jika pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat 
pemanggilan kedua, Pengclola Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tetap tidak haclir dianggap tel.ah 
melanggar kode etik. 

(5) Dalam hal pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Majelis Pertimbangan kode etik akan memberikan sanksi. 



Pasal 17 

(1) Majelis Pertimbangan kode etik melakuk--an pemeriksaan 
berdasarkan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud. pada ayat (1) dilakukan secara 
tertutup, yang diketahui dan dihadiri oleh pengelola pengadaan 
barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan 
majelis pertimbangan kode etik. 

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa karena diduga 
melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala 
pertanyaan yang diajukan oleh majelis pertimbangan kodc ctik . 

(4) Jika Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang diperiksa tidak 
bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis 
pertimbangan kode etik, dianggap mengakui pelanggaran kode etik 
yang didugakan kepadanya. 

(5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan (BAHP) . 

BAB VlU 
PENEGAKAN KODE ETIK 

Pasal 18 

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) 
dijatuhi sanksi moral. 

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) berupa 
perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf dan 
pemyataan penyesalan secara tertuJis. 

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
Majelis Pertimbangan kode etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak Pemeriksaan. 

(4) Sanksi moral sebagaimana dirnaksud pad.a ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Majelis Pertimbangan kode etik yang memuat 
jenis pelanggaran kode etik yang clilakukan . 

Pasal 19 

(1) Sanksi moral sebagaimana climaksud dalam Pasal 18 disampaikan 
~eca.ra lertutup. 
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(2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) hanya diketahui oleh Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa yang dikenakan sanksi dan atasan langsung Pengelola 
Pengadaan Barang/ Jasa yang dikenakan sanksL 

Pasal 20 

(1) Sanksi moral berlaku sejak tanggal penyarnpaian sanksi moral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

(2) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi 
moral tidak hadir tanpa alasan yang yang dapat dipertanggung 
jawabkan pada waktu penyampaian keput.usan sanksi moral, 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tersebut dianggap telah 
menerima keputusan sanksi moral tersebut. 

Pasal 21 

(1) Sanksi moral berupa perint.ah/kewajiban untuk menyampaikan 
permohonan maaf dan pcrnyataan penyesalan secara tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan paling 
Jambat 7 (tujuh) hari ketja sejak keputusan sanksi moral dite1ima 
oleh Pengelola Pengadaru1 Barang/Jasa yang dikenakan sanksi. 

(2) Penyampaian permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltujukan kepada 
majelis pert.imhangan kode etik dengan ternbusan kepada majelis 
pert imbangan kode etik dan atasan langsung Pengelola Pengada.an 
Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi. 

Pasal 22 

Jika Pengelola Pengadaan Bai-ang/Jasa yang dikenakan sanksi 
moral tidal< bersedia menyampaikan permohonan maaf dan 
pernyataan penyesalan secara tertulis, dapat dijat.uhi hukuman 
disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 dan peraturan pelaksananya. 

Pasal 23 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melanggar kode etik :selain 
diknakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal t 8 dapat 
dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dan peraturan pelaksanaannya serta pembebasan dari jabatan selaku 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 



BABIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 24 

Pembiayaan kcg:iatan Majelis Perti.mbangan kode etik dloebankan pada 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan agar pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Barat. 

[)itetapkan di Liwa 
pada tanggal 3 Dt:S- 2018 

BU PATT LAMPUNG BARAT, 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggaJ ~ Dc:S 2018 

SEKRET DAERAH 
KABU • TEN/J.,f1UVHUNG BA.RAT, 

BE A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAl:fUN 2018 
NOMOR: ~( 
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